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Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

a. bahwa dalam rangka mendukung Otonomi Daeran, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Kiaten Nomor
1/Per/DPRD/54 yang telah diubah beberapa kali. yang terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Klaten
Nomar 4 Tahun 1990, dipandang tidak sesuai lagi,

b. bahwa untuk itu dipandang periu menyusun dan mengatur
kembali Pajak Tontonan menjadi Pajak Hiburan dan Peraturan
Caerah;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a dan b di atas, periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1930 lentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tenganm;

2. Undang-undang MNomor 17 Tahun 1987 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 19897
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1887 Nomoer 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685),

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Sural Paksa (Lembaran Negara Tahun 1887 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686),

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negars Tahun 1898 Nomor §0, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839),

6. Undang-undang MNomor 25 Tahun 1888 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 1622);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-undang MNomor 12, 13; 14 dan 19
Tahun 1950;



Memperhatikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3681).

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Klaten Nomor 10
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Daerah Tingkat 1l Klaten;

Keputusan Menteri Dalam WNegeri 170 Tahun 1897 ieniang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Megen 173 Tahun 1887 fentang Tata

Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Menetapkan

MEMUTUSKAMN ;

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.
.
d.

Daerah adalah Kabupaten Kiaten.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kiaten.

Kepala Daerah adalah Bupati Klaten

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan
Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan

Hiburan adalah semua jenis perfunjukan, permamnan dan atau
keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak
termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga.

. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang

menyelenggarakan hiburan untuk dan atas namanya sendiri alau
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya,

. Penonion atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadin

suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar dan menikmati
atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara
hiburan kecuali penyelenggaraan karyawan artis dan petugas
yang manghadiri untuk melakukan tugas pengawasan..

Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk
menontan, menggunakan atau menikmati hiburan,

Surat Pembertahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan penghilungan dan pembayaran pajak yang lerutang
menurut peraturan perundang-undangan pajak Daerah.



"F:‘:, Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD,

" adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan

pembayaran atau penyeloran pajak yang terhutang ke Kas
Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupal Kepala
daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jurnizh
pajak yang terhutang.

m.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan
besarnya jumiah pajak yang terutang, jumiah kredit pajak. jumiah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi
administrasi, dan jumiah yang harus dibayar.

 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya disingkat SKPDKET, adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumiah pajak yang telah ditetapkan.

. Surat Keletapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan
jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
iebin besar dari pajak yang terhutang atau seharusnya tidak
terhutang.

_Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat

SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak
yang lerutang sama besarnya dengan jumiah kredit pajak, atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

_Suratl Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan denda.

r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Klaten.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas

penyelenggaraan hiburan.

(2} Obyek Pajak adalah semua penyelenggara hiburan.
(3) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi ;

a. Pertunjukan Film;

b. Pertunjukan Kesenian, Pegelaran Musik dan Tari;
c. Permainan Billyard,

. Permainan dan ketangkasan,

. Panti Pijat;

Mandi Uap,

. Pertandingan Olahraga;

. Digkotik;

Karaoke;

Klub Malam;

Tempat Kesegaran Jasmani dan Kebugaran,
I. Studio Musik,

m. Gelanggang Renang,

n. Padang Golf,

o. Bowling;

FET SO a0 A



Pasal 3

{1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonion
atau menikmati hiburan.

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan.

BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4
Dasar pengenaan Pajak adalah untuk sejenis hiburan ditelapkan

sebagaiberikut |
a. Pertunjukan Film

= Golongan A |l Utama

= Golongan A Il Utama

» Golongan A | Utama

= Golongan B |l Utama Menetap 20 %

» (Golongan B | Utama

= Golongan C Utama

» Gglongan D Utama

= Golongan Keliling 15 %
b. Pertunjukan Kesenian Sebesar 20 %
c. Pagelaran Musik dan Seni Sebesar 20 %
d. Permainan Billyard Sebesar 20 %
e. Permainan Ketangkasan Sebesar 20%
f Panti Pijat Sebesar 20 %
g. Mandi Uap Sebesar 25 %
h. Pertandingan Olahraga Sebesar 10 %
L. Diskotik Sebesar 30 %
| Karaoke Sebesar 25 %
k. Kiub Malam Sebesar 30 %
|. Tempat Kesegaran Jasmani Sebesar 20 %

dan Kebugaran
m. Studio Musik Sebesar 15 %
n. Gelanggang Renang Sebesar 10 %
o. Golf Sebesar 30%
p. Bowling Sebesar 30 %
q. Kolam Pemancingan Sebesar 10%
r. Gelanggang Tinju Sebesar 10 %
s. Persewaan Kaset VideoNCD/

DVD & Warung Intermet Sebesar 15 %

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.



{2) Besamya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip
sebagaimana dimaksud Pasal 5 Pergturan Daerah inl dengan
dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan

Daerah ni.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

Masa pajiak adalah jangka wakiu yang lamanya sama dengan
jangka waktu penyelenggaraan hiburan

Pasal 7

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saal
penyelenggaraan hiburan,

Pasal 8

(1) Setiap Wajib Pajak wajio mengisi SPTFPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari setelah berakhirmya masa pajak,

(3) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB W
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal &

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak
terhutang dengan menerbitkan SKPD.

{2) Apabila SKPD sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga 2 % (dua persent) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pasal 10

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini
digunakan untuk memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak. Kepala Daerah dapal menetapkan :
a. SKPDKB,
b. SKPDKET.
c. SKPDN.

Fl




(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini
ditetapkan :

a. Apabila berdasarkan hasii pemeriksaan atau keterangan lain
pajak yang terutang tidak atau kurang bavar dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu vang
ditentukan dan lelah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
adminisirasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sabulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
Jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saal terutangnya pajak.

C. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi
adminisirasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
Jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empal) bulan dihitung
sajak saat terutangnya pajak.

{4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal
12 Peraturan Daerah ini diterbitkan apabila ditemukan data baru
atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terungkap yang menysbabkan
penambahan jumiah yang terulang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikkan 100 % (seratus present) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ Pasal 12
Peraturan Daerah ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumiah kredit atau pajak tidak
lerutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan b Pasal 12 Peraturan Daerah ini tidak sepenuhnya dibayar
dalam jangka wakiu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAE Wil
TATA CARA PEMBAYARAN

Fasal 11

(1) Pembavyaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk ¢cleh Kepala Daerah sesuai wakiu yang ditentukan
dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penenimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktiu yang ditentukan oleh
Kepala Daerah.

{3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.



Pasal 12

{1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

{2) Kepala Deerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam
kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
dipenuhi.

{3} Angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turul dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar

{4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak uniuk menunda pembayaran pajak sampai batas wakiu 12
bulan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan darn jumiah
pajak yang belum atau Kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran seria {aia cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan {4) Pasal
ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAE VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 13

(1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan alau Sural lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh
Pejabat.

Pasal 14

{1) Apabila jumlah pajak yang masih terus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka wakiu sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau Sural lain yang sejenis,
jumiah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa,

{2} Pejabat menerbitkan Sural Paksa segera setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran aiau Surat
Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 15

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakty
2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat
segera menerbitkan Surat Peringatan Melaksanakan Penyitaan,



Pasal 16

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajb Pajak belum juga melunas
hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaaan, Pejabat
mengajukan permintaan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang
Negara.

Fasal 17

Setelah Kantor Lelamng Negara Menetapkan hari tanggal, jam dan
tempal pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitabukan dengan
segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Fasal 18

(1) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumiah pajak yang masih
harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan
surat Penintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

(2) Terhadap Wajilb Pajak yang tidak memnuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Sural Perintah Penagihan Pajak
Seketka dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).segera dilakukan tindakan penagihan dengan Sural Paksa,
Surat Penntah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan
tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang
waktu yang telah ditetapkan.

Fasal 18

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasai
ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN,
SANKS] ADMINISTRASI

Pasal 21

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas pemchenan Wajib
Pajak dapat :




a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam menerapkan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
benar.

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan
Pejabat.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan xetetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminisirasi atas
SKPD. SKPDKB, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh} han
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.

(3) Kepala Daerah paling lama 3 (liga) bulan sejak permchonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima. Sudah
memberikan keputusan dan memberntahukan kepada DPRD.

(4) Apabila seteiah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayal (3) Pasal ini Kepala Daerah tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pangurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi dianggap dikabulkan.

BAE XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala

Daerah atas sesuatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;

¢. SKPDKBT,

d. SKPDLB,

a. SKPDN,

f. Pemotongan dan atau pemungutan oleh Pihak ketiga
berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia paling lama 3 (figa) bulan sejak fanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKET, SKPDLE dan SKPDN diterima oleh Wajib
Pajak, tanggal pemotongan dan atau pemungulan oleh pihak
ketipa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dengan alasan
yang jelas, kecuali apabila Wajio Pajak dapal menunjukan
bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keacdaan diluar
kekuasaannya.

{3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 12 {dua belas) buian
sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan
dan memberitahukan kepada DPRD.



(4) Apabila setelah lewst 12 [dua beias} bulan sebagaimans
dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pasal ini Kepala Daerah tidak
memberikan kepulusan, permohonan kebDeralan dianggap
dikabulkan,

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini idak menunda kewaiiban membayar pajak.

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka wakiu 2 (tiga)
setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini tidak menunda kewajiban membayar palak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagimana dimaksud pada Pasal 23
atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan
Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 [dua pulun
empat) bulan.

BAB X1
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daeran alau
Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnysa :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

C. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas;

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterima permohonan  pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} Pasal ini ditenma harus memberikan keputusan dan
diberitanukan kepada DPRD.

{3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini diampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak
memberikan kepulusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

{4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak dimaksud,



(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
waktu paling lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebinan Fajak
(SKPMKP).

(6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
seteiah lewat waklu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE,
Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Fazal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak dihitungkan dengan utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4)
Peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindah bukuan dan bukii buku juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB X
KADALUWARSA

Pasal 27

(1) Hak untuk meiakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau -
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak balk
langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang
tidak berhak, segala sesuaty vang diketahui atau akan
diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak dalam rangka
Jabatan atau pekedjaannya untuk menjalankan peraluran
Perundang-undangan Perpajakan Daerah kecuali sebagai saksi
atau saksi ahli dalam sidang pengadilan,

(2) Larangan sebagaiman dimaksud pada ayal (1) berlaku juga
terhadap ahli-ahli yang ditujuk Kepala Daerah untuk membantu
dalam pelaksanaan peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah, kecuali saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

(3) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang memberi
jin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis
dan atau tentang wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.



(4) Untuk kepentingan pemerikasaan di pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan
Hukum Acara dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat
member izin tertulis untuk meminia kepada Pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan
keterangan Waiib Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
mnyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, kKeterangan-
keterangan yang dimunta serta kaitan antara perkara pidana
atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang
diminta tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan
SPTED atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak yang terulang.

':-.'I

(2} Waijib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap alau
melampirkan kelerangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidan penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 {empat) kali
jumiah pajak yang terhutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
dan (2} Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaul
jangka wakiu 10 (sepuluh) tahun sejak saal lerutangnya pajak
atau berakhirmya Bagian Tahun Pajak atau berakhirmya Tahun
Pajak.

BAB XVI
PENYIDIKAN

| Pasal 31

] (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

Dasrah diberi ‘wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
| 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini adalah :

a  Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitt keterangan
alau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebin lengkap dan jelas,

b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal
orang pricadi atau badan teniang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
daerah tersebut.

c. Menerima keterangan-keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah,

d Memernksa buku-buku, calatan-cataian dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daeran;

e, Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukli
pembukuan, pencataan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap banhan bukti tersebut.

& ¢ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

g. Menyuruh berhent, melarang sesegrang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saal pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa seabagaimana dimaksud pada huruf
e ayal ini;

h. Memeotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterengannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saks,

i Menghentikan Penyidikan,

k. Meiakukan tindakan lain yang perlu untuk keiancaran tindak
pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i

" memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

g hasil penyidikannya kepada Penuntul Umum, sesual dengan

ketetuan yang datur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1881 tentang Hukum Acara Fidana.

BAB XVil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua pungutan Pajak
hiburan yang telah dilakukan sebelum peraturan daerah ini masih
tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksana
Peraturan Daerah ini.



; BAB XVill
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

{1) Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut cleh
Kepala Daerah dan memberitahukan kepada DPRD.

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambal-
lambatny 3 bulan sejak ditetapkan.
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat 1| Klaten Nomor 10 Tahun 1989

tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum ( Lembaran

"-hr Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Klaien Nomor 11 Tahun
1989Y Serl A Nomor 1), dinyatakan tidak berlaku.

Fasal 35

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

,’ Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeriniahkan
i pangundangan Peraturan Daesrah ini dengan panempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten..

DisahkandiKlaten
pada tanggal 31 Agustus 2000

- BUPATI KLATEN

-
H. KASDI &SP

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 7 September 2000

Ymt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

%‘_

WIBOWO MUKTIHARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2000 NOMOR 8



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG
PAJAK HIBURAN
PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1937 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
1997 tentang Pajak Hiburan, Pemerintah Kabupaten Klaten diber wewenang
untuk memungut pajak hiburan. Hal ini dimaksud untuk membiayai pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakal yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah

Di Kabupaten Klaten, Pajak Hiburan telah diatur dengan Peraturan Daerah
w Nomor 1/PerflDPRD/54  yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah
Nomor 5/Per/fDPRD/G0 tentang Pajak Tontonan, untuk itu Peraturan Daerah
dimaksud perlu desuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1987

il PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 - Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan
dalam Peratuan Daerah ini. Dengan adanya pengertian
tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegan
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam
memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang

1 bersangkutan sehingga wajib paiak maupun aparatur
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat
berjalan lancar.

Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut
mengandung pengeriian yang baku dan teknis dalam

= bidang perpajakan
- Pasal 2 s/d Pasal : Cukup Jelas
22
- Pasal 21 - Dasar pemberian pengurangan dan keringanan
dikaitkan dengan kemampuan Wajib  Pajak.
Pembebasan Pajak dikaitkan dengan fungsi obyek
pajak,
- Pasal 24 sfd Pasal @ Cukup Jelas
29
- Pasal 28 ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan pajak ditetapkan untuk
memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak
tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 28 ayat (2) : Dalam hal ditetapkannya Surat Teguran dan Surat

Paksa Kadaluarsa penagihan dihtung sejak tanggal
penyampaian surat paksa tersebut Yang dimaksud
dengan pengakuar hutang pajak secara langsung



Pasal
35

31 sid Pasal

adalah wajib pajak dengan kKesadarannys menyalakan
masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secar tidak
langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai
hutang pajak kepada Pemerintah Daerah, misainya
Wajib Pajak mengajukan Permohonan keberatan atau
penundaan pembayaran

Cukup Jelas



